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BUPATI KAYONG UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA 

NOMOR 16 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2018 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPA'TAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAYONG UTARA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ayat 

(5) dan (6), Pemerintah Daerah dapat mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara mcnetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pcnjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD; 

1 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bcbas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotism e (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400 ); 

5. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pcmbangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 
4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4682) ;  

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah 
diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintah Daerah (Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 20 I 5 Nomor Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kcdudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028); 
1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
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scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pcmcrintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Darrah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Numor 1 1 0 ,  Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5155); 

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pclaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonnesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara republik 
Indonesia Nomor 4614) ;  

13.  Peraturan Pemcrintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 18,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2972) scbagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemcrintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351) ;  

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010  Nomor 123, Tambuhnan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5165); 

15.  Peraturan Pemcrintah Nomor 2 Tahun 2012 tcntang Hibah Dacrah (Lembaran Negara Repubhik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5272); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019  tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor 24. Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
17 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Dacrah 

scbagaimana tclah diubah bcberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Mcnetri Dalam Negeri Nomor 

2 1  Tahun 2 0 1 1  tcntang Perubahan Kcdua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengclolaan Kcuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 22 0 1 1  Nomor 310 ) ;  

18. Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indoncsin Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  Tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantauan Sosial Yang Bersumber Dari Anggyaran Pendapatan dan Belanja Daerah scbagaimana 

telah diubah bcbcrapa kali dan yang tcrakhir dcngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2018 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mcntcri Dalam Ncgeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  Tentang Pedoman 

Pembcrian Hibah dan Bantauan Sosial Yang Bcrsumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Ncgera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);; 

19.  Peraturan Mcnteri Dalam Ncgeri Nomor 38 Tahun 2 0 1 8  tcntang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Bclanja Dcarah Tahun Anggaran 2 0 1 9  (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8  Nomor ); 
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pcmbangunan Jangka 
Panjang Dacrah Tahun 2008 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 23); 

2 1 .  Peraturan Daerah Kabupakn Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2010 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2 0 1 0  Nomor 
36); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129); 

23. Peraturan Dacrah Kabupaten Kayong Utara Nomor I Tahun 2017 ten tang Hak Kcuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 Nomor 1 ,  Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten Kayong Utara 
Nomor 144); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Dareah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 Nomor 2), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kayong Utara Nomor 1450. 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. 

Pasal l 

Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut: 

1. Pendapatan Dacrah terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Jumlah Pendapatan Daerah 

94.805.803.529,00 
Rp780.915.775.055,00 

Rp. 22.225.811.526,00 
Rp. 663.884.160.000,00 
Rp. 

2. Belanja Daerah terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung 

I) Belanja Pegawai 

2) Belanja Sunga 

3) Belanja Subsidi 

4) Belanja Hibah 

5) Belanja Bantuan Sosial 

6) Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa 

7) Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes 

8) Belanja Tidak Terduga 

9) Jumlah Belanja Tidak Langsung 

Rp 231.164.535.781,39 
Rp 0,00 
Rp 0,00 
Rp 5.914.500.000,00 
Rp 4.905.672.660,00 
Rp 814.442.006,00 

Rp 99.337.729.300,00 

RD 1,315415.199,00 

Rp343.452.294.946,39 
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b. Belanja Langsung 

1 )  Belanja Pegawai 

2) Belanja Barang dan Jasa 

3) Bclanja Modal 

4) Jumlah Belanja Langsung 

Jumlah Belanja 

Surplus/ (Defisit) 

3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan sejumlah 

b. Pengeluran scjumlah 

Jumlah Pcmbiayaan Netto 
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 

RD 56.632.702.805,00 
Rp 225.240.854.873,00 

RD_ 182756,876.748,00 

Rp 29.166.954.317,39 

Rp 2.000.000.000,00 

Rp464630.434.426,00 

Rp808.082.729.372,39 

(Rp 27.166.954.317,39) 

RD 27 166954317,39 

Rp 0,00 

Pasal 2 
Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 
Penjabaran Perubahan APBD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ,  dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang mcrupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.. 

Pasal 4 

Pclaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dacrah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
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Pasal 5 
Peraturan Bupati ini ulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Kayong Utara. 

Ditetapkan di Sukadana 

pada tanggal April 2019 

·er 
Q] CITRA DUANI 

Diundangkan di Sukadana 

pada tanggal 4 April 20 I 9 

WSEKRETARIS DAERAH, 

:1k,�, 
Pembina Utama Madya 

NIP 19630518 198403 2 010 

SERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019 NOMOR . . . . .  
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